
 
 
 
 
 

 
LAPORAN SINGKAT  

KOMISI V DPR RI 
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN, PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN DAERAH TERTINGGAL, 
TRANSMIGRASI, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (BMKG), 

DAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BNPP/BASARNAS) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tahun Sidang : 2025 – 2026 

Masa Sidang : I 

Rapat : Ke – 6 

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat 

Hari/Tanggal : Selasa, 9 September 2025 

Sifat : Terbuka 
Pukul : 13.31 WIB s.d 18.20 WIB 
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI. 
Acara : Pendalaman Pembahasan RKA K/L dalam RAPBN TA 2026 

dengan Unit Organisasi Eselon I masing-masing K/L 

Ketua Rapat : 1. Lasarus, S.Sos.,M.Si. 

2. H. Syaiful Huda, M.K.P 

Sekretaris : Nina Herlina, S.H. 

Hadir Anggota : …. dari 48 orang Anggota Komisi V DPR RI. 

Hadir Mitra : Eselon I Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, 
Eselon I Kementerian Transmigrasi dan Eselon I Badan 
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika beserta jajaran. 

 
KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT 

 
I. PENDAHULUAN 

1. Rapat dibuka pada pukul 13.31.WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan 
terbuka untuk umum. 

2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda RDP Komisi V DPR RI dengan Eselon I 
Kementerian PKP, Eselon I Kementerian Transmigrasi dan Eselon I BMKG pada hari ini 
adalah Pendalaman Pembahasan RKA K/L dalam RAPBN TA 2026 dengan Unit 
Organisasi Eselon I masing-masing K/L. 

3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Eselon I Kementerian PKP, Eselon I Kementerian 
Transmigrasi dan Eselon I BMKG untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya. 

4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan 
pertanyaan dan tanggapan. 

 
 

 



II.  KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT: 
 
1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian Perumahan dan Kawasan 

Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika (BMKG) dalam RAPBN TA 2026 berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/ 

Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor: S-505/MK.03/2025 dan                    

B-621/D.9/PP.04.03/07/2025 tanggal 24 Juli 2025 berperihal Pagu Anggaran Belanja 

Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2026, dan Penyelesaian RKA-K/L 

TA 2026, pada masing-masing Unit Eselon I sebagai berikut: 
 

dalam ribu rupiah 

N
O 

KEMENTERIAN/ 
LEMBAGA/ UNIT 

ORGANISASI 

PAGU 
KEBUTUHAN 

TA.2026 

PAGU 
INDIKATIF 

TA.2026 

Buku I RUU 
Tentang APBN 

2026 

Pergeseran 
Antar Unit 
Eselon I 

Usulan Pagu 
Alokasi (Pasca 

Nota 
Keuangan) 

Selisih Pagu 
Alokasi 

(Pasca Nota 
Keuangan) 

dengan Pagu 
Indikatif 

Selisih/ Backlog 
Pagu Nota 
Keuangan 

Dengan Pagu 
Kebutuhan 

A B C D E F = E - B G = E - A 

1. 

Kementerian 
Perumahan dan 
Kawasan 
Permukiman 

49.854.032.993 1.824.795.689 10.895.507.244 0 10.895.507.244 9.070.711.555 (38.958.525.749) 

a. 
Sekretariat 
Jenderal 

949.877.579 714.615.882 891.748.999 0 891.748.999 177.133.117 (58.128.580) 

b. 
Inspektorat 
Jenderal 

47.148.590 8.732.424 26.877.347 0 26.877.347 18.144.923 (20.271.243) 

c. 
Ditjen Kawasan 
Permukiman 

15.810.814.551 223.795.998 2.938.322.882 0 2.938.322.882 2.714.526.884 (12.872.491.669) 

d. 
Ditjen Perumahan 
Perdesaan 

16.148.920.147 327.148.151 3.923.451.889 0 3.923.451.889 3.596.303.738 (12.225.468.258) 

e. 
Ditjen Perumahan 
Perkotaan 

16.831.370.559 513.653.999 3.073.929.179 0 3.073.929.179 2.560.275.180 (13.757.441.380) 

f. 
Ditjen Tata Kelola 
dan Pengendalian 
Resiko 

65.901.567 36.849.235 41.176.948 0 41.176.948 4.327.713 (24.724.619) 

2. 
Kementerian 
Transmigrasi 

2.231.131.187 1.902.040.784 1.902.040.784 0 1.902.040.784 0 (329.090.403) 

a. 
Sekretariat 
Jenderal 

541.625.500 493.869.913 493.869.913 16.005.585 509.875.498 16.005.585 (31.750.002) 

b. 
Inspektorat 
Jenderal 

32.283.368 28.542.697 28.542.697 (8.005.585) 20.537.112 (8.005.585) (11.746.256) 

c. 

Ditjen 
Pembangunan 
Dan 
Pengembangan 
Kawasan 
Transmigrasi 
 

731.280.029 633.685.884 633.685.884 (4.000.000) 629.685.884 (4.000.000) (101.594.145) 

d. 
Ditjen 
Pengembangan 
Ekonomi Dan 

925.942.290 745.942.290 745.942.290 (4.000.000) 741.942.290 (4.000.000) (184.000.000) 



N
O 

KEMENTERIAN/ 
LEMBAGA/ UNIT 

ORGANISASI 

PAGU 
KEBUTUHAN 

TA.2026 

PAGU 
INDIKATIF 

TA.2026 

Buku I RUU 
Tentang APBN 

2026 

Pergeseran 
Antar Unit 
Eselon I 

Usulan Pagu 
Alokasi (Pasca 

Nota 
Keuangan) 

Selisih Pagu 
Alokasi 

(Pasca Nota 
Keuangan) 

dengan Pagu 
Indikatif 

Selisih/ Backlog 
Pagu Nota 
Keuangan 

Dengan Pagu 
Kebutuhan 

A B C D E F = E - B G = E - A 

Pemberdayaan 
Masyarakat 
Transmigrasi 
 

3. 

Badan 
Meteorologi, 
Klimatologi, dan 
Geofisika 
(BMKG) 

3.556.000.000 1.894.270.977 2.675.438.903 0 2.675.438.903 781.167.926 (880.561.097) 

a. 
Program 
Dukungan 
Manajemen 

1.438.789.932 1.045.592.312 1.305.544.368 0 1.305.544.368 259.952.056 (133.245.564) 

b. 

Program 
Meteorologi, 
Klimatologi, dan 
Geofisika 

2.117.210.068 848.678.665 1.369.894.535 0 1.369.894.535 521.215.870 (747.315.533) 

 

2. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, 

Kementerian Transmigrasi, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

(BMKG) untuk mengevaluasi program/ kegiatan yang telah disusun oleh masing-

masing Unit Organisasi Eselon I dan mengakomodir usulan, saran, dan pendapat 

Komisi V DPR RI, terutama program-program berbasis masyarakat dan program 

strategis nasional sebagaimana yang telah disampaikan dalam rangkaian rapat 

pembahasan anggaran RAPBN TA 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

3. Terkait dengan pelaksanaan program BSPS, Komisi V DPR RI sepakat dengan 

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar:  

1) memprioritaskan kebutuhan masyarakat di Daerah Tertinggal dan Daerah Sangat 

Tertinggal sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian PPN/ BAPPENAS. 

2) penentuan titik lokasi penerima BSPS diusulkan oleh Komisi V DPR RI untuk seluruh 

Provinsi di Indonesia. 

3) Percepatan usulan dan verifikasi BSPS dimulai sejak awal tahun 2026. 

  



 

4. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian PKP untuk menindak lanjuti usulan 

program/ kegiatan RUSUNAWA perguruan tinggi, pondok pesantren, dan masyarakat. 

 
III.   PENUTUP 

    Rapat ditutup pukul 18.20.WIB. 

Jakarta, 9 September 2025 
 

 KETUA RAPAT 
ttd 

 
SYAIFUL HUDA 

 

 

SEKRETARIS JENDERAL 
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN 

KAWASAN PERMUKIMAN, 
ttd 

 
DIDYK CHOIROEL 

Plt. SEKRETARIS JENDERAL 
KEMENTERIAN TRANSMIGRASI, 

 
ttd 

 
HARLINA SULISTYORINI  

SESTAMA BADAN METEOROLOGI 
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, 

ttd 
 
 

GUSWANTO 

 
 


